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ABSTRAK 
Rima Islami Putri (B 111 11 146), Perkelahian Yang Dilakukan Antar 
Sesama Tahanan Wanita di Dalam Rumah Tahanan Negara Makassar 
(Studi Sosio Yuridis) dibimbing oleh Muhadar Selaku Pembimbing I dan 
Dara Indrawati Selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor- faktor yang 
menyebabkan terjadinya perkelahian yang dilakukan antar sesama tahanan 
wanita di dalam Rumah Tahanan Negara Makassar serta upaya 
penanggulangannya. 
Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta, maka penulis 
berkesimpulan antara lain : a). Faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya 
perkelahian yang dilakukan antar sesama tahanan wanita di dalam Rumah 
Tahanan Negara Makassar adalah Faktor Eksternal yaitu kapasitas kamar 
tahanan yang tidak memadai, Faktor Internal yaitu masalah individu, dan 
kurangnya kegiatan variatif untuk tahanan wanita, b). untuk mencegah 
terjadinya perkelahian antar sesama tahanan wanita di Rumah Tahanan 
Negara Kelas I Kota Makassar, kesatuan pengamanan melakukan 
pengawasan pada setiap kamar dan tempat- tempat tahanan melakukan 
kegiatan sehari- hari selama 1x24 jam. Selain itu setiap blok dijaga oleh piket 
umum. Piket umum bertugas menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak 
terjadi gangguan ketertiban dalam Rumah Tahanan.  
Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan yakni Petugas 
Rumah Tahanan Negara klas I Makassar diharapkan untuk menambah 
jumlah kamar Narapidana, melakukan bimbingan konseling kepada 
Narapidana, memberikan tambahan kegiatan positif yang lebih bervariatif  
terhadap tahanan/ narapidana agar dalam melakukan kegiatan dalam rumah 
tahanan, mereka dapat menjalin hubungan yang harmonis antar sesama 
Narapidana. Selain itu diharapkan adanya upaya pengawasan yang 
dilakukan oleh kesatuan pengamanan yang dibagi dalam 3 shift dapat 
ditambah menjadi 4 shift. penambahan 1 shift ini dimaksudkan agar pada 
pukul 6 malam hingga pukul 7 pagi dapat dibagi menjadi pukul 6 malam 
sampai dengan pukul 12 malam dan pukul 12 malam sampai pukul 7 pagi. 
  
vi 
 
KATA PENGANTAR 
Assalamu Alaikum Wr. Wb. 
 Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, 
karena atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga dapat merampungkan 
penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 
Salam dan Shalawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta 
para keluarga dan sahabatnya karena yang selalu terlupakan bahwa 
Beliaulah yang berada dibalik semua ini sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir. 
 Berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapu selama penyusunan 
skripsi ini. Namun berkat bantuan, semangat, dorongan, bimbingan dan 
kerjasama dari berbagai pihak sehingga hambatan, kesulitan tersebut dapat 
teratasi untuk itu perkenankanlah Penulis mengucapak terimakasih. Terlebih 
kepada Kedua orangtuaku, Zainuddin Mappa dan Fitriyani. Juga untuk 
saudaraku Dini Islami dan Nurul Islami. Mereka adalah orang- orang yang 
menjadi alsan utama bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini 
dengan sebaik mungkin, karena kebanggaan mereka adalah kebahagiaan 
penulis. Dan kepada: 
vii 
 
1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, selaku Rektor Universitas 
Hasanuddin beserta staf dan jajarannya. 
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin dan Pembantu Dekan I, II, III Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 
3. Bapak Prof. Dr. Muhadar,S.H.,M.S selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. 
Dara Indrawati,S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah 
mengarahkan penulis dengan baik hingga skripsi ini dapat 
terselesaikan. 
4. Seluruh dosen, seluruh staf Bagian Hukum Pidana serta segenap 
civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah 
memberikan ilmu, nasehat, melayani urusan administrasi dan bantuan 
lainnya. 
5. Sahabat- sahabat Penulis Nurul Atfiah Natsir, Reny Handayani, Nur 
Fitriani Khairunnisa. Terimakasih atas dorongan semangat, bantuan 
serta nasehat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
6. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan,S.H.,M.H., Bapak H.Imran 
Arief,S.H.,M.S., dan Ibu Haeranah,S.H.,M.H. selaku penguji penulis 
dalam menyelesaikan skripsi ini.  
7. Bapak Ahmad Lamo,S.Sos.,M.H. beserta staf Rumah Tahnan Negara 
Kelas I Makssar yang telah memberikan izin dan membantu penulis 
selama melakukan penelitian. 
viii 
 
8. Keluarga tercinta Siti Aliyah, Kartini, Aji, Marsude Mappa, Rika Irsyam, 
Anny Alfianita, Cesar Fitrah serta yang lainnya yang tidak dapat 
disebutkan satu persatu. 
9. Sahabat penulis Dina Novel, Bianca Yoviana, Istiqomah, Annisa 
Noviana, Riri Maryam, Sri Puspa, Istasadya, Nurul Atfiah Natsir, Reny 
Handayani, Nur Fitriani 
10. Sahabat Penulis Salmah Novita Ishak, Asriani Damayanti, Iin Nur 
Indah Sahib, Dien Aulia, Nurul Camelia, A. Mega Rezkia, Siti Nur 
Aisyah, Ifanny Oktavia, Nurul Putriyana, Ayu Anandwita, Regina 
Amelia. 
11. Sahabat- Sahabat lainnya :Fasial Tanjung, Irfan Umar, Nurnashriady 
Jufri, Samir, Rian Pratama, Maulana Arif, Adhy Kasim, Indra Risandy, 
Ahmad Akbar, I Gede, Yusran, Randy, Ridha Aryani, ika 
Mustika,Windyani Umar, Dian Cahya, Atifa Rahmadani, Dewi Sartika, 
Boris Calvin, Abdillah, Sofyan Alimuddin, Asmudiawati, Dwi Oktaviana, 
Peny Anggreini yang telah memberikan semangat dan motovasi bagi 
penulis dalam penyelesaian skripsi ini 
12. Senior tercinta Sri Rahayu, Rafika Ramli, Sabrina, Sri Amalina, Sheila 
Prili, Syarafina Ramlan, Opu, Riyad Anwar 
13. Kepada seluruh teman- teman Paduan Suara Mahasiswa (PSM 
UNHAS) dan ILSA, serta seluruh organisasi baik formal dan non 
formal yang ada di Fakultas Hukum Unhas 
ix 
 
14. Seluruh teman- teman Angkatan Mediasi 2011 yang tidak dapat 
disebutkan satu persatu 
15. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah 
banyak membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan dan masih banyak penggunaan bahasa yang kurang, 
karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh 
penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan 
saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak 
guna penyempurnaan skripsi ini. Diharapkan skripsi ini kedepannya dapat 
bermanfaat bagi semua orang terutama para pembacanya. 
Demikianlah kata pengantar yang penulis paparkan, atas segala 
ucapan yang tidak berkenan dalam skripsi ini penulis memohon maaf. 
Wassalamu Alaikum Wr.Wb 
 Makassar, Februari 2015 
 
 Rima Islami Putri 
  
x 
 
DAFTAR ISI 
SAMPUL 
HALAMAN JUDUL................................................................................ i 
HALAMAN PENGESAHAN................................................................... ii 
LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN PEMBIMBING…..……….. iii 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI..................................... iv 
ABSTRAK............................................................................................... v 
KATA PENGANTAR……………………………………………………….. vi 
DAFTAR ISI………………………………………………………………….. x 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah……………………………………………. 1 
B. Rumusan Masalah………………………………………………….. 6 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian…………………….................... 6 
1.1 Tujuan Penelitian……………………………………………….. 6 
2.1 Kegunaan Penelitian……………………………………………. 7 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
A. Beberapa Pengertian………………………………………………... 8 
xi 
 
1. Pengertian Sosio-Yuridis………………………………………… 8 
2. Ruang Lingkup Sosio-Yuridis…………………………………… 12 
B. Kejahatan……………………………………………………………... 15 
1. Pengertian Kejahatan…………………………………………... 15 
2. Teori Penyebab kejahatan…………………………………….. 17 
3. Upaya Penanggulangan Kejahatan………………………….. 20 
C. Kejahatan Perkelahian…………………………………………….. 23 
1. Pengertian Kejahatan Perkelahian…………………………… 23 
D. Tahanan dan Pembinaan…………………………………………. 25 
1. Pengertian Tahanan…………………………………………… 25 
2. Pembinaan Tahanan Secara Umum………………………… 27 
3. Pembinaan Tahanan Wanita…………………………………. 29 
E. Rumah Tahanan Negara………………………………………….. 31 
1. Pengertian Rumah Tahanan Negara…….………………….. 32 
2. Penjaga Tahanan………………………………………………. 34 
BAB III METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian…………………………… 37 
B. Jenis dan Sumber Data……………………………………………… 37 
C. Teknik Pengumpulan Data………………………………………….. 37 
D. Analisis Data………………………………………………………….. 38 
xii 
 
BAB IV PEMBAHASAN  
A. Deskripsi Umum Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota 
Makassar……………………………………………………………… 39 
B. Faktor- Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkelahian Antar 
Sesama Tahanan Wanita di Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I 
Makassar…………………………………………......................... 46 
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Petugas Rutan Untuk Menanggulangi 
Terjadinya Perkelahian Yang Dilakukan Antar Sesama Tahanan 
Wanita di Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I 
Makassar…………………………………………………………… 53 
BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan……………………………………………………………. 59 
B. Saran………………………………………………………………….. 61   
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………… 63 
 
 
 
 
 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Saat ini pelaku kejahatan menjadi sumber masalah dalam melakukan 
kejahatan.Pelaku kejahatan biasa disebut dengan penjahat, kriminal, atau 
lebih buruk lagi, sampah masyarakat, dan masih banyak lagi.Maka tidak 
mengherankan bila upaya penanganan kejahatan masih terfokus hanya pada 
tindakan penghukuman terhadap pelaku.Dimana hukuman yang dimaksud 
yaitu merupakan suatu sanksi pidana yang berupa perampasan 
kemerdekaan sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap 
pelaku kejahatan tersebut yang dapat menyembuhkan baik luka atau derita 
korban maupun kelainan perilaku yang diidap oleh pelaku kejahatan. 
Masalah kejahatan pada hakekatnya, telah dimaknai sebagai suatu 
masalah yang urgent dan segera perlu dituntaskan, mengingat untuk 
menghapuskannya adalah suatu yang mustahil. Oleh karena itu Soekamto 
(Mansyur, 2011:2) menuliskan : 
“kejahatan itu merupakan masalah sosial yang tampaknya sama sekali sulit 
dihilangkan serta sebagai gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap 
masyarakat dunia.” 
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Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam 
mengupayakan berbagai cara untuk menangkal kejahatan, antara lain berupa 
penjatuhan hukuman atau pemidanaan bagi mereka yang telah terbukti 
melakukan kejahatan. Pelaksanaan hukuman atau pemidanaan dapat 
dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemayarakatan 
dengan sistem pemasyarakatan melalui suatu pembinaan dan bimbingan 
yang diberikan kepada mereka yang telah melanggar hukum.Kebijakan 
dengan sistem pemasyarakatan ini mencerminkan bahwa Negara Indonesia 
adalah Negara yang menghargai dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. 
Dalam penegakan hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat 
dan martabat manusia di Indonesia, peranan Rumah Tahanan Negara 
(Rutan) sangatlah penting. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola 
Pembinaan Narapidana/Tahanan menegaskan bahwa:  
“Rumah Tahanan Negara adalah Unit pelaksana teknis tempat tersangka 
atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan”. 
Rutan sekarang ini berkembang dari sistem kepenjaraan menjadi 
sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan 
melalui program pembinaan oleh pelaku kejahatan, agar para narapidana 
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menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi kejahatan 
sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat menjalankan 
serta mengembangkan fungsi sosialnya di masyarakat melalui peran aktifnya  
Kebanyakan pelaku kejahatan dilakukan oleh kaum pria, tetapi tidak 
menutup kemungkinan bahwa kaum wanita pun melakukan kejahatan.Bila 
dibandingkan baik secara kuantitatif, maupun secara kualitatif, kejahatan 
yang dilakukan oleh kaum wanita, rata-rata masih lebih diatas daripada yang 
dilakukan oleh kaum pria. Untuk mengemukakan hal diatas, kejahatan wanita 
secara kualitatif maupun kuantitatif lebih rendah dari pada kaum pria, hal ini 
disebabkan karena: 
1. Psychologi Kriminil  
Menurut ilmu ini bahwa, kejahatan dipandang dari sudut jiwa. 
Penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat dapat semata-mata ditunjukan 
kepada kepribadian perseorangan, tapi dapat juga untuk menyusun tipologi 
(golongan-golongan) penjahat (Bonger, 1977:27)  Bila dilihat secara fisik 
wanita yang kurang kuat atau lemah, dan karena ada kelainan-kelainan psikis 
yang khas yang berhubungan fungsinya sebagai jenis kelamin lain, sehingga 
jarang wanita melakukan kriminalitas. 
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2. Sosiologi Kriminil  
Dalam ilmu ini, pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala 
masyarakat.Jadi pokok tentang sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan 
dalam masyarakat (etiologi sosial).Dalam arti luas juga termasuk penyelidikan 
mengenai keadaan keliling phisiknya (geografis, klimatologis, dan 
meteorologis) (Bonger, 1977:27) Maka dari sebab itu wanita lebih terlindung 
oleh lingkungan karena tempat bekerja dirumah dengan tanggung jawab 
hanya mengenai rumah tangga, sehingga tingkat kriminalitasnya pun sedikit. 
Kejahatan yang dilakukan wanita biasanya tergolong dalam kejahatan 
ringan dan tidak profesional, serta dilakukan dalam keadaan terpaksa yang 
didorong suatu keadaan dan kepentingan yang amat sangat serta dilakukan 
secara mendadak. 
Menurut teori Sutherland, “multi faktor”, untuk menjelaskan 
keanekaragaman motivasi orang melakukan kejahatan (Nurjaya, 1989:28)  
Kejahatan perkelahian yang dilakukan oleh kaum wanita, disebabkan oleh 
berbagai motivasi. Adapun motivasi wanita melakukan kejahatan perkelahian 
dikarenakan konflik, sakit hati, cemburu, perbedaan kepentingan, dendam, 
dan kelalaian yang dilakukannya (Nurjaya, 1989:28). 
Untuk itulah peran lembaga pemasyarakatan sangat diperlukan 
sebagai upaya pencegahan atau penanggulangan kejahatan, di samping 
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rehabilitasi narapidana yang telah menjalani pidana dapat kembali ke jalan 
yang benar dan nantinya dapat diterima masyarakat demi pengayoman 
masyarakat dan negara 
Sekitar akhir bulan Oktober 2014 di Rumah tahanan Kelas I Makassar 
telah terjadi tindak perkelahian yang dilakukan oleh Narapidana wanita 
terhadap Narapidana wanita lainnya di Rutan tersebut. (Hasil wawancara 
Penulis dengan salah satu pelaku perkelahian di Rutan Klas I Makassar). 
Tindak pidana perkelahian yang dilakukan oleh Narapidana akan 
menciderai proses hukum yang berlangsung bagi Narapidana tersebut dan 
telah melanggar hak-hak yang melekat pada diri narapidana. Tentunya hal ini 
sangat perlu dipertanyakan sebab tindak pidana tersebut terjadi walaupun 
sudah berada dalam Rumah Tahanan Negara. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis kemudian ingin mengkaji tentang 
tindak perkelahian yang dilakukan oleh sesama tahanan wanita didalam 
rumah tahanan dengan mengangkatnya sebagai skripsi yang berjudul  
“PERKELAHIAN ANTAR SESAMA TAHANAN WANITA DI DALAM 
RUMAH TAHANAN NEGARA MAKASSAR (Studi Sosio Yuridis)” 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 
mengemukakan Rumusan Masalah sebagai berikut : 
1. Faktor- faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya 
perkelahian antar sesama tahanan wanita di dalam Rumah 
Tahanan Negara Kelas I Makassar? 
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh 
petugas Rutan atas perkelahian antar sesama tahanan wanita di 
dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.1 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan 
dari penulisan skripsi ini adalah : 
1. Untuk mengetahui faktor- faktor apakah yang menjadi penyebab  
terjadinya perkelahian  antar sesama tahanan wanita di dalam Rumah 
Tahanan Negara Kelas I Makassar. 
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan 
penjaga tahanan atas perkelahian antar sesama tahanan wanita di 
dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar. 
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2.1 Kegunaan Penelitian 
  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan keguanaan 
anatar lain : 
1. Dapat menjadi masukan bagi pihak petugas Rutan dalam 
menanggulangi serta mencegah terjadinya perkelahian yang 
dilakukan oleh tahanan. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi 
masyarakat untuk memahami mengenai faktor- faktor yang 
menyebabkan terjadinya perkelahian yang dilakukan oleh 
tahanan. 
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BAB II 
Tinjauan Pustaka 
A. Beberapa Pengertian 
1. Pengertian Sosio-Yuridis 
Sosiologi Hukum di awali oleh Anzilloti pada Tahun 1882 yaitu yang 
memperkenalkan ruang lingkup dan objek kajian sosiologi hukum dan juga 
dipengaruhi oleh disiplin ilmu filsafat hukum, ilmu hukum dan sosiologi 
hukum. Dimana filsafat hukum adalah yang menjadi penyebab lahirnya 
sosiologi hukum yaitu aliran Positivisme yang artinya hukum itu tidak boleh 
bertentangan dengan ketentuan yang lebih diatas derajatnya dengan maksud 
bahwa yang paling bawah adalah Putusan Peradilan dan diatasnya adalah 
Undang-Undang dan Kebiasaan dan diatasnya lagi adalah Konstitusi dan 
diatasnya lagi adalah Grundnorm yaitu dasar atau basis sosial dari hukum 
yang merupakan salah satu obyek pembahasan didalam sosilogi hukum. 
Kemudian dipengaruhi pula oleh perkembangan Ilmu Hukum yang 
menganggap bahwa hukum sebagai gejala sosial, banyak mendorong 
pertumbuhan sosiologi hukum. Kemudian sosiologi yang berorientasi pada 
hukum menurut pendapat Emile Durkheim, Max eber, Roscoe Pound yang 
berpendapat bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada solideritas, ada 
yang solideritas organi dan ada solideritas mekanis yaitu terdapat dalam 
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masyarakat sederhana, hukumnya bersifat reprensip yang diasosiasikan 
seperti dalam hukum pidana. Sedangkan solideritas organis yaitu terdapat 
dalam masyarakat modern, hukumnya bersifat restitutif yang daisosiakian 
seperti dalam hukum perdata. 
Dengan demikian dalam upaya pembangunan sistim hukum harus 
memperhatikan Konsitusi dan Kebiasaan yang hidup didalam masyarakat, 
karena jika hukum positif yang diberlakukan didalam masyarakat tidak 
sejalan dan bertentangan dengan hukum yang hidup didalam masyarakat 
maka dapat dipastikan hukum positif atau undang-undang tersebut tidak 
dapat berjalan dengan efektif. 
Menurut Soerjono Soekanto (Sabian Utsman, 2009:117) : 
“Sosiologi Hukum (law, sociology of) adalah cabang ilmu yang mempelajari 
hukum dan konteks social, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris 
mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial 
lainnya”. 
Menurut Achmad Ali (1998: 11): 
“Sosiologi hukum menekankan kajian pada law in action, hukum dalam 
kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia, yang berarti berada di 
dunia sein. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat 
deskriptif” ( mengutip, http://musakkir.page.tl/, diakses pada 10 Maret 2015) 
  
10 
 
Menurut Satjipto Raharjo (Zainuddin Ali, 2012:1) : 
“Sosiologi Hukum (sociology of law) adalah pengetahuan hukum 
terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.” 
Pendapat para ahli lainnya juga dikemukakan oleh R. Otje Salman 
(Zainuddin Ali, 2012: 1) : 
”Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik 
anatar hukum dengan gejala- gejala sosial lainnya secara empiris analitis.” 
Karakteristik kajian atau studi hukum secara sosiologis menurut 
Satjipto Rahardjo (1986: 310-311), yaitu: (mengutip, http://musakkir.page.tl/, 
diakses pada 10 Maret 2015). 
1.     Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum 
yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik 
hukum. Sosiologi hukum menjelaskan mengapa dan bagaimana praktik-
praktik hukum itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang berpengaruh, 
latar belakang dan sebagainya. 
2.     Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (empirical 
validity)  dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Bagaimana 
kenyataannya peraturan itu, apakah sesuai dengan bunyi atau teks dari 
peraturan itu. 
3.     Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. 
Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-
sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Sosiologi hukum tidak 
menilai antara satu dengan yang lain, perhatian yang utama dari sosiologi 
hukum hanyalah pada memberikan penjelasan atau gambaran terhadap 
objek yang dipelajarinya. 
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Selanjutnya Satjipto Rahardjo (1979: 19), (mengutip, 
http://musakkir.page.tl/, diakses 10 Maret 2015) 
menambahkan bahwa untuk memahami permasalahan yang 
dikemukakan dalam kitab ujian ini dengan seksama, orang hanya dapat 
melakukan melalui pemanfaatan teori sosial mengenai hukum. Teori ini 
bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai hukum dengan 
mengarahkan pengkajiannya keluar dari sistem hukum.Kehadiran hukum di 
tengah-tengah masyarakat, baik itu menyangkut soal penyusunan sistemnya, 
memilih konsep-konsep serta pengertian-pengertian, menentukan subjek-
subjek yang diaturnya, maupun soal bekerjanya dengan tertib sosial yang 
lebih luas. Apabila disini boleh dipakai istilah „sebab-sebab sosial‟, maka 
sebab-sebab yang demikian itu hendak ditemukan baik dalam kekuatan-
kekuatan budaya, politik, ekonomi atau sebab-sebab sosial yang lain. 
Analisa sosiologi yang berdasarkan metode pendekatan dan fungsi 
hukum, pada pokoknya terdapat unsur-unsur seperti sosiologi hukum 
pendekatan intrumental, pendekatan hukum alam dan karakteristik kajian 
sosiologi hukum.dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum, 
perbandingan yuridis empris dan yuridis normatif, hukum sebagai sosial 
kontrol serta hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, merupakan 
tolak ukur terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah yang hidup didalam 
masyarakat, apakah norma atau kaidah tersebut dipatuhi atau untuk 
12 
 
dilanggar, apabila dilanggar bagaimana penerapan sanksi, bagi yang 
melakukan pelanggaran tersebut. Norma atau kaidah yang hidup didalam 
masyarakat tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari 
masyarakat itu sendiri. 
Tujuan dan maksud dalam membahas serta menganalisa tentang 
sosiologi hukum, secara tidak sadar meresap dan hidup didalam kehidupan 
masyarakat baik secara internal maupun secara eksternal didalam 
melakukan interaksi sosial, yaitu dengan menggunakan metode pendekatan 
sosiologi hukum dan perbandingan yuridis empris dengan yuridis normatif 
adalah merupakan standarisasi sebagai objek pokok pembahasan sosiologi 
hukum. 
Jelas terlihat berdasarkan definisi para ahli diatas, sosiologi hukum adalah 
segala aktifitas sosial manusia yang dilihat dari aspek hukumnya. 
2. Ruang Lingkup Sosio Yuridis 
Sosiologi hukum didalam ilmu pengetahuan, bertolak pada apa yang 
disebut disiplin ilmu, yaitu sistem ajaran tentang kenyataan, yang meliputi 
disiplin analitis dan disiplin hukum (perskriptif) (Zainuddin Ali, 2012: 4).Disiplin 
analitis, contohnya adalah sosilogis, psikologis, antropologis, 
sejarah.Sedangkan disiplin hukum meliputi ilmu-ilmu hukum yang terpecah 
menjadi ilmu tentang kaidah atau patokan tentang prilaku yang sepantasnya, 
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seharusnya, ilmu tentang pengertian-pengertian dasar dan sistem dari pada 
hukum dan lain-lain. 
Terdapat beberapa pendekatan dalam sosiologi hukum, diantaranya : 
1. Pendekatan Instrumental. 
Menurut pendapat Adam Podgorecki yang dikutip oleh Soerjono 
Soekanto yaitu bahwa sosiologi hukum merupakan suatu disiplin ilmu teoritis 
yang umumnya mempelajari ketentraman dari berfungsinya hukum, dengan 
tujuan disiplin ilmu adalah untuk mendapatkan prinsip-prinsip hukum dan 
ketertiban yang didasari secara rasional dan didasarkan pada dogmatis yang 
mempunyai dasar yang akurat. (mengutip Timoer:  
http://www.lintaspublik.com/2012/11/analisa-sosiologi-hukum.html ) 
2. Pendekatan Hukum Alam. 
Menurut Philip Seznik yaitu bahwa pendekatan instrumental 
merupakan tahap menengah dari perkembangan atau pertumbuhan sosiologi 
hukum dan tahapan selanjutnya akan tercapai, bila ada otonomi dan 
kemandirian intelektual. Tahap tersebut akan tercapai apabila para sosiolog 
tidak lagi berperan sebagai teknisi, akan tetapi lebih banyak menaruh 
perhatian pada ruang lingkup yang lebih luas. Pada tahapan ini, seorang 
sosilog harus siap untuk menelaah pengertian legalitas agar dapat 
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menentukan wibawa moral dan untuk menjelaskan peran ilmu sosial dalam 
menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan hak dan 
kewajiban yang berorientasi pada keadilan. (Rule of Law menurut Philip 
Seznick) (mengutip Timoer: http://www.lintaspublik.com/2012/11/analisa-
sosiologi-hukum.html ) 
Suatu tatanan hukum pasti memiliki dasar-dasar sosial dari hukum 
tersebut atau biasa disebut sebagai basis sosial dari hukum, misalnya hukum 
nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila dengan ciri-ciri 
adalah musyawarh/mufakat dan kekeluargaan. Sedangkan efek-efek hukum 
terhadap gejala sosial adalah UU anti rokok, UU Narkoba , UU Hak Asasi 
Manusia dan lain-lain sebagainya. Dengan tidak terlepas dari pendekatan 
instrumental dengan bertujuan untuk mendapatkan prinsip-prinsip hukum dan 
ketertiban yang didasari secara rasional dan dogmatis dan Pendekatan 
Hukum Alam dan kritik terhadap pendekatan positivistik 
Tujuan utama sosiologi hukum yaitu mengkaji fenomena hukum didalam 
masyarakat dalam mewujudkan deskripsi, penjelasan, pengungkapan 
(revealing) dan prediksi.Karakteristik kajiannya adalah dimana sosiologi 
hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktek-praktek 
hukum yang dibedakan kedalam pembuatan undang-undang, penerapan 
dalam pengadilan, mempelajari dan bagaimana praktek yang terjadi pada 
masing-masing kegiatan hukum. Sosiologi hukum bertujuan untuk 
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menjelaskan mengapa sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebab, faktor-
faktor yang berpengaruh dan sebagainya. Kemudian sosiologi hukum 
menguji kesahihan empiris dari sautu peraturan atau pernyataan hukum 
sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai atau tidak sesuai di 
masyarakat tertentu. 
B. Kejahatan  
1. Pengertian kejahatan  
Kejahatan dalam pengertian kriminologi tidak sama dengan kejahatan 
dalam pengertian undang – undang pidana. Kejahatan dalam perhatian 
Undang- undang pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar 
Undang- undang  pidana tersebut, sedangkan kejahatan dalam kriminologi 
umumnya tidak hanya merupakan perbuatan yang melanggar Undang- 
undang saja tetapi lebih lagi pada perbuatan yang menyebabkan kerugian 
maupun cedera pada orang lain. Mengutip Yurisal: 
(https://www.academia.edu/4485186/Kejahatan_Pembunuhan_Premanisme_
Perampokan_ , akses 1 November 2014) 
Dalam bukunya A. S. Alam(2010:16-17) membagi definisi kejahatan ke 
dalam dua sudut pandang, yaitu Pertama, dari sudut padang hukum (a crime 
from the legal point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini 
adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun 
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jeleknya suatu perbuatan sepanjang pebuatan itu tidak dilarang di dalam 
perundang- undangan pidana perbuatan yang bukan kejahatan.Kedua, dari 
sudut pandang masyarakat (a crime from the sociological point of 
view).Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah : setiap perbuatan 
yang melanggar norma- norma yang masih hidup di dalam masyarakat. 
Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur 
pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut 
adalah(A.S.Alam, 2010: 18-19) : 
1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm) 
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang- 
undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang 
mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut 
telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas). 
3. Harus ada perbuatan (criminal act). 
4. Harus ada maksud jahat (criminal intent = mens rea) 
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat. 
6. Harus ada perbuatan antara kerugian yang telah diatur di dalam 
KUHP dengan perbuatan. 
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. 
Bonger (Topo Santoso, 2010: 14) mengemukakan bahwa : 
“Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat 
reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi 
terhadap rumusan- rumusan hukum (legal definitions) mengenai kejahatan.” 
Dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat 
KUHP) tidak dituliskan secara jelas mengenai definisi kejahatan, namun 
kejahatan ini diatur dalam buku II dari Pasal 104 sampai pada Pasal 488 
KUHPidana. 
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Dari beberapa pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 
kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma- norma tertulis 
baik itu norma hukum  maupun norma yang hidup di dalam masyarakat, yang 
berakibat timbulnya reaksi dari masyarakat maupun dari negara dengan 
berupa pemberian hukuman. Meskipun demikian, pengertian kejahatan 
sangatlah relative, baik itu ditinjau dari sudut pandang hukum maupun 
ditinjau dari sudut pandang masyarakat. 
2. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor yang menjelaskan 
sebab- sebab kejahatan. Dari pemikiran tersebut muncullah aliran atau 
mzhab- mazhab dalam kriminologi. Sebab- sebab kejahatan itu sendiri 
sebenarnya telah dimuali sejak abad ke- 18. Dulunya, bila seseorang yang 
melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang dirasuk setan. Orang 
berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan seseorang tidak akan melakukan 
kejahatan. Akhirnya pandangan ini ditinggalkan dan muncullah beberapa 
aliran diantaranya yakni, aliran klasik, aliran kartografi, aliran tipologi dan 
aliran sosiologi. 
Aliran klasik timbul di Inggris, kemudian menyebar luas ke Eropa dan 
Amerika. Bagi aliran ini setiap perbuatan manusia didasarkan atas 
pertimbangan rasa senang dan tidak senang.Setiap manusia berhak memilih 
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mana yang baik dan mana yang buruk. Tokoh utama aliran ini adalah 
Beccaria(Pawawoi, 2011: 15) yang mengemukakan bahwa : 
Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan 
kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. 
Aliran kedua adalah kartographik, para tokoh aliran ini antara lain 
Quetet dan Querry. Aliran ini dikembangkan di Prancis dan menyebar ke 
Inggris dan Jerman.Aliran ini memperhatikan penyebaran kejahatan pada 
wilayah tertentu berdasarkan factor geografik dan social. Aliran ini 
berpendapat bahwa kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi- kondisi 
social yang ada( Pawawoi, 2011: 15). 
Aliran ketiga adalah sosialis yang bertolak dari ajaran Marx dan 
Engels, yang berkembang pada tahun 1850 dan berdasarkan pada 
determinisme ekonomi(Bawengan, 1974: 32). Menurut para tokoh aliran ini, 
kejahatan timbul disebabkan adanya system ekonomi kapitalis yang diwarnai 
dengan penindasan terhadap buruh, sehingga menciptakan factor- factor  
yang mendorong berbagai penyimpangan. 
Aliran keempat adalah tipologik. Ada tiga kelompok yang termasuk 
dalam aliran ini yaitu Lambrossin, Mental tester, dari psikiatrik yang 
mempunyai kesamaan pemikiran dan mitologi, mereka mempunyai asumsi 
bahwa beda antara penjahat dan bukan penjahat terletak pada sifat tertentu 
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pada kepribadian yang mengakibatkan seseorang tertentu berbuat kejahatan 
dan seseorang lain tadi kecenderungan berbuat kejahatan mungkin 
diturunkan dari orang tua atau merupakan ekspresi dari sifat- sifat 
kepribadian dan keadaan social maupun proses- proses lain yang 
menyebabkan adanya potensi- potensi pada orang tersebut(Dirjosisworo, 
1994: 32). 
Aliran sosiologis menganalisis sebab- sebab kejahatan dengan 
memberikan interperestasi, bahwa kejahatan sebagai “a function of 
environment”.Tema sentral aliran ini adalah “that criminal behavior result from 
the same processes as other social behavior”. Bahwa proses terjadinya 
tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya, termasuk 
tingkah laku yang baik. Salah seorang tokoh aliran ini adalah 
Sutherland(Pawawoi, 2011:18) mengemukakan bahwa: 
“Bahwa hasil dari perilaku criminal berasal dari proses yang sama dengan 
perilaku social lingkungannya .” 
Pada awal 1960-an muncullah perspektif label. Perspektif ini memiliki 
perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori- teori lainnya. Perspektif 
label diartikan dari segi pemberian nama, yaitu bahwa sebab utama 
kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh 
masyarakat untuk mengindentifikasi anggota- anggota tertentu pada 
masyarakatnya( Dirdjosisworo, 1994: 125). 
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Salah satu tokoh teori labeling Backer( A.S.Alam, 2010: 67) 
mengemukakan bahwa: 
“Melihat kejahatan itu sering bergantung pada mata si pengamat Karena 
anggota- anggota dari kelompok- kelompok yang berbeda memiliki 
perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi 
tertentu.” 
Menurut kesimpulan penulis,bahwa seseorang tidak dapat langsung 
dikatakan bersalah karena telah  melakukan suatu kejahatan. Namun 
haruslah seseorang yang telah melakukan kejahtan tersebut ditinjau atau 
dilihat dari berbagai faktor mengapa seseorang tersebut sampai melakukan 
suatu hal yang disebut dengan kejahatan.Menurut penulis hal yang paling 
mendasar dari perilaku seseorang adalah dari sisi bagaimana lingkungan 
sosial seseorang.Dari lingkungan sosial maka terciptalah suatu bentuk 
karakter atau pribadi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. 
3. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Dalam bukunya Prof. Dr. A. S. Alam (2010: 79-80) penanggulangan 
kejahatan Empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu : 
1. Pre- Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre- Emtif disini adalah upaya- upaya 
awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak 
pidana. Usaha- usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan 
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secara pre- emtif adalah menanamkan nilai- nilai/ norma- norma yang baik 
sehingga norma- norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. 
Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ kejahatan tetapi 
tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi 
kejahatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu : Niat + 
kesempatan terjadilah Kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat 
lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan 
mematuhi aturan lalulintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi 
yang berjaga. Hal ini selalu terjadi dibanyak Negara seperti Singapura, 
Sydney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi upaya pre- emtif faktor NIAT 
tidak terjadi. 
2. Preventif 
Upaya preventif ini adalah merupakan tidak lanjut dari upaya Pre- 
Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya 
kejahatan.Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan 
kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri 
motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor- motor yang ada 
ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan 
menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif 
kesempatan ditutup. 
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3. Represif  
Upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ kejahatan 
yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcemenet) dengan 
menjatuhkan hukuman. 
Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan 
sempit.Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat 
sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang 
dilakukan melalui perundang- undangan dan badan- badan resmi yang 
bertujuan untuk menegakkan norma- norma sentral dari masyarakat( 
Sudarto, 1981: 114). 
Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha 
pencegahan kejahatan adalah polisi.Namun karena terbatasnya sarana dan 
prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas 
mereka.Lebih jauh polisi juga tidak memungkinkan mencapai tahap ideal 
pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha 
pencegahan kejahatan.Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam 
kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang sangat diharapkan. 
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C. Kejahatan Perkelahian 
1. Pengertian Kejahatan Perkelahian 
  Menurut R.Soesilo (“berkelahi satu lawan satu” itu adalah perkelahian 
dua orang dengan teratur, dengan tantangan lebih dahulu, sedangkan 
tempat, waktu, senjata yang dipakai, siapa saksi-saksinya ditetapkan pula. 
Perkelahian ini biasanya disebut “duel”.Perkelahian meskipun antara dua 
orang, apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, tidak masuk dalam 
pasal ini. 
  Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2001: 313) diberikan pengertian 
tentang perkelahian yaitu perihal kelahi, dimana kelahi sendiri memiliki arti : 
• Pertengkaran adu kata- kata; 
• Pertengkaran dengan adu kata- kata dan adu tenaga. 
  Sementara, kelompok dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001 : 
314) berarti : 
• Kumpulan (orang, binatang, dsb); 
• Golongan (profesi, aliran, lapisan masyarakat, dsb); 
• Gugusan (bintang, pulau, dsb); 
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• Antar kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan 
adat istiadat dan system norma yang mengatur pola- pola interaksi antara 
manusia itu. 
• Kumpulan orang yang memiliki atribut sama atau hubungan dengan pihak 
yang sama. 
  Dari definisi dua kata diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa, 
perkelahian kelompok merupakan tindakan saling adu kata ataupun tenaga 
diantara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. 
  Apabila seseorang melakukan perang tanding maka akan dikenakan 
KUHP Pasal 182-186 dengan syarat(Prodjodikoro, 1986:168) 
·       Perkelahian tersebut dilakukan oleh dua orang; 
·    Tempat, waktu, senjata yang dipakai dan saksinya telah ditentukan 
sebelumnya.  
  Dan apabila suatu perkelahian tidak memenuhi syarat-syarat yang 
telah dijelaskan pada di atas maka tidak dapat dijerat dengan Pasal 182-186 
KUHP, karena tanpa adanya unsur-unsur di atas berarti suatu perkelahian itu 
tidak dapat dikatakan perang tanding. 
  A.F Saifuddin (1986: 14) memberikan pengertian menyangkut 
perkelahian antar kelompok sebagai berikut : 
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“Pengertian Perkelahian didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat 
langsung dan didasari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk 
mencapai tujuan yang sama. hal ini disebabkan pihak lawan dianggap sangat 
penting dalam mencapai tujuan hal ini disebabkan karena dalam konflik 
orientasi ke arah pihak lebih penting daripada objek, yang hendak dicapai 
dalam kenyataan, karena berkembangnya rasa kebencian yang makin 
mendalam, maka pencapai tujuan seringkali sekunder sedangkan pihak 
lawan yang dihadapi jauh lebih penting”. 
 
D. Tahanan dan Pembinaan 
1. Pengertian Tahanan 
  Dalam PP Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat- Syarat Dan Tata 
Cara Pelaksanaaan Wewenang Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan 
Tahanan pada Bab I Pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian tahanan. Dalam 
Pasal tersebut bahwa : 
“Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan 
dalamRUTAN/Cabang RUTAN”. 
  Selain pengertian diatas, dalam Kamus Besar Bahsa Indonesia, 
disebutkan definisi tahanan adalah orang yang ditahan atau dikurung karena 
dituduh melakukan tindak pidana atau kejahatan. 
  Dari beberapa pengertian diatas dapatlah ditarik kesimpulan mengenai 
tahanan, yaitu seseorang yang kehilangan kebebasannya dan ditempatkan 
dalam rumah tahanan oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim. 
Seseorang tersebut hanya kehilangan hak kebebasannya saja, sedangkan 
hak lain yang melekat padanya masih tetap berlaku. 
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  Dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan terdapat beberapa peraturan 
disiplin tahanan. Setiap pelanggaran terhadap peraturan disiplin, maka 
akanada sanksi yang harus dijalani bagi sang pelanggar. Dalam lingkup 
Rumah Tahanan, peraturan disiplin tahanan meliputi: 
 Setiap orang yang : 
a. Melanggar perintah sah dari petugas Lembaga 
b. Tidak hati- hati atau lalai dalam bekerja. 
c. Bertindak secara kasar atau tidak senonoh, melalui kata- 
kata atau tingkah laku. 
d. Dengan sengaja mengancam orang lain 
e. Berkomunikasi tanpa izin dengan siapa saja kecuali seorang 
tahanan, petugas Lembaga Pemasyarakatan atau orang lain 
yang secara sah diperbolehkan masuk ke dalam 
Pemasyarakatan. 
f. Meninggalkan sel tahanan, tempat kerja atau tempat yang 
dituju tanpa izin. 
g. Berdagang dengan barang- barang yang terlarang 
h. Berjudi 
i. Bersangkutan dengan pemeriksaan kedokteran yang 
dilaksanakan, mengganggu, mengubah atau mengganti 
hasil pemeriksaan atau contoh. 
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  Jika terbukti melakukan pelanggaran ringan terhadap peraturan 
disiplin, dapat dikenakan satu alau lebih dari hukuman sebagai berikut : 
1. Peringatan atau teguran; 
2. Pencabutan hak- hak istimewa 
3. Pelaksanaan tugas- tugas tambahan 
2. Pembinaan Tahanan Secara Umum 
  Pembinaan narapidana yang ditempatkan di  Rumah Tahanan Negara 
diupayakan sedapat mungkin berjalan dengan baik sesuai dengan aturan 
yang berlaku, mengingat tugas Rutan sebagai tempat pelayanan dan 
perawatan tahanan. Agar pembinaan dapat berjalan secara efektif dan efisien 
maka petugas pemasyarakatan di setiap Rumah Tahanan Negara  membuat 
program yang dapat diikuti semua tahanan dan selama ini pembinaan yang 
dilakukan sesuai dengan sarana dan fasilitas yang ada. 
  Pembinaan yang diberikan sesuai dengan sistem pemasyarakatan 
agar narapidana dididik dan dibimbing serta diarahkan kepada tujuan yang 
bermanfaat untuk dirinya, keluarganya dan bagi masyarakat setelah lepas 
menjalani pidananya. 
  Pembinaan terhadap narapidana dilakukan sejak hari pertama 
narapidana masuk Rutan dengan sistim perkenalan dan pengenalan. 
Perkenalan artinya, memperkenalkan narapidana baru tersebut dengan 
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petugas Rutan, aturan  dan lingkungannya. Sedangkan pengenalan, 
maksudnya  narapidana baru tersebut dikenalkan  dengan segala peraturan , 
tata tertib yang berlaku di  Rumah Tahanan Negara  serta dijelaskan secara 
lisan maupun tertulis tentang hak dan kewajiban, ketentuan-ketentuan 
mengenai perlakuan, cara memperoleh keterangan dan cara mengajukan 
pengaduan supaya dapat menyesuaikan diri dengan cara hidup di Rutan. 
  Dalam usaha memperlancar pembinaan di  Rumah Tahanan Negara 
telah ditetapkan dalam Bab III Pasal 5 PP No. 58 Tahun 1999 bahwa setiap 
tahanan penghuni baru akan dicatat/ didaftar dulu mengenai dirinya, 
vonisnya, barang-barang yang dibawa masuk dan keterangan lain yang 
dilakukan oleh bagian Registrasi. Setelah selesai dari bagian registrasi, 
tahanan tersebut diserahkan ke bagian keamanan untuk ditempatkan 
dikamar periksa keadaan kesehatannya oleh petugas agar dapat diketahui 
apakah tersangka/terdakwa tersebut mempunyai penyakit menular atau tidak. 
Setelah diketahui bahwa tahanan yang bersangkutan tidak mempunyai 
penyakit menular, maka selanjutnya ditempatkan pada blok pengawasan dan 
pengamatan. Ditempat ini petugas bimbingan kemasyarakatan mulai 
menjalankan perannya yaitu memantau narapidana yang bersangkutan untuk 
diketahui keadaan hidupnya terutama mengenai jiwanya, kepribadiannya, 
lingkungannya, pendidikannya, hobynya, pekerjaannya dan lain-lainnya. Hasil 
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pengamatan ini akan dijadikan dasar penyusunan program pembinaan bagi 
tahanan yang bersangkutan. 
  Dengan telah terlaksananya pengenalan yang dilakukan pihak rutan 
maupun tahanan itu sendiri, maka tahanan akan dibiasakan dalam hidup 
teratur, dengan adanya jadwal kegiatan sehari-hari yang telah disusun oleh 
pihak  Rutan 
3. Pembinaan Tahanan Wanita 
  Dalam melaksanakan pembinaan, petugas Rumah Tahanan Negra 
harus dapat menjaga keseimbangan dan memberikan perlakuan yang sama 
terhadap sesama tahanan. Rutan dalam melaksanakan tugasnya juga harus 
memperhatikan sisi kemanusiaan dan hak asasi manusia, karena tahanan 
merupakan bagian dari masyarakat yang seharusnya mendapat perhatian 
yang wajar terutama perhatian terhadap hak-hak sebagai tahanan baik 
selama menjalani masa pidana maupun yang telah selesai menjalani 
hukumannya. 
  Pembinaan narapidana wanita penting artinya bagi negara kita, salah 
satunya adalah bagi pembangunan. Setelah keluar dari lembaga  
pemasyarakatan mereka diharapkan dapat menunaikan tugas dan 
kewajibannya kembali seperti sediakala. Karena dalam lembaga  
pemasyarakatan itu mereka telah mendapatkan pembinaan, keterampilan, 
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ceramah agama, PKK, serta senam kesegaran jasmani, hal ini sesuai 
dengan salah satu tujuan lembaga pemasyarakatan yaitu, memulihkan 
kembali kesatuan hubungan antara terpidana dengan masyarakat. 
  Terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang telah dinyatakan 
bersalah oleh Hakim dan yang masih dalam proses peradilan yang 
ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sari Makassar misalnya 
khususnya Narapidana/Tahanan wanita perlu mendapatkan pembinaan 
secara khusus, karena delapan puluh persen dari jumlah Narapidana 
/Tahanan yang ada merupakan kasus narkotika. Pembinaan Narapidana/ 
tahanan wanita pemakai narkoba ini seharusnya dibuat dan diatur secara 
khusus serta terpisah dengan berpedoman pada ketentuan dalam Standard 
Minimum Rules for The Treatment of Prisoners. Dalam hal ini semestinya 
pembinaan khusus untuk tahanan wanita  baik tahanan wanita 
penyalahgunaan narkotika maupun tindak pidana lainnya mendapatkan 
pembinaan yang lebih. Meskipun persamaan hak di dalam suatu lembaga 
pemasyarakatan disamakan anatara tahanan wanita maupun laki- laki ada 
baiknya hal tersebut ditinjau lebih jauh demi terwujudnya tujuan dari 
pembinaan itu sendiri. 
  Untuk mewujudkan keberhasilan pembinaan narapidana wanita 
pemakai narkoba perlu berkerjasama dengan instansi baik pemerintah 
maupun swasta serta diperlukan metode, teknik dan strategi pendekatan 
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secara khusus. Selain itu pertu dibentuk Rumah Tahanan Negara Wanita 
Khusus Narkotika yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pembinaan 
antara lain ; ruang bimbingan konseling, ruang pengobatan (therapeutic), 
ruang ketrampilan. Selain itu disediakan psikolog,psikiater, dokter spesialis, 
pekerja sosial, rohaniwan serta petugas yang professional 
(http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-97586.pdf , akses 21 November 2014) 
E. Rumah Tahanan Negara 
 Dahulu Indonesia memakai istilah penjara untuk menamai tempat yang 
digunakan untuk mengurung atau memenjarakan orang yang melakukan 
kejahatan.Tempat ini terdiri dari jalur – jalur bangunan dan setiap jalur terdiri 
dari kamar – kamarkecil yang satu sama lainya tidak dapat berhubungan. 
Dengan demikian diharapkansetelah menjalani hukumanya ia akan menjadi 
insaf dan tidak lagi melakukan tindakkejahatan. Akan tetapi tindakan seperti 
itu tidak bertujuan mendidik secara positif. Hal itu secara psikologis dapat 
menimbulkan kemungkinan–kemungkinan psikis yang berakibat sakit 
mental, kejahatan besar atau kejahatan besar kambuhan. 
 Dari beberapa kemungkinan yang terjadi tersebut maka pemerintah 
mengubah peran Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Artinya para 
terhukum ditempatkanbersama dan proses penempatan serta kegiatan 
sesuai jadwal sejak terhukum masuklembaga, disamping lamanya menjalani 
hukuman itu(Djamali, 2006:189). Kegiatan sehari – hari dilakukan 
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secara terstruktur seperti kewajiban mengikuti bimbingan mental rohaniah 
dan keterampilan. Menurut pasal 12 KUHP terhukum selama menjalankan 
hukuman adayang seumur hidup dan ada yang sementara. Hukuman 
sementara itu sekurang –kurangnya 1 hari dan selama – lamanya lima belas 
tahun, sedangkan hukuman seumurhidup ditentukan dari bentuk kejahatan 
yang diperbuat dan dapat dikurangi menjadi 20tahun jika si terhukum 
mendapatkan grasi sesuai dengan ketentuan yuridis yangmengaturnya. 
Terhukum dapat dijatuhi pemberatan oleh hakim karena melakukan tigahal 
yaitu terhukum mengulangi kejahatanya (residivis), perbarengan (concursus) 
danmelakukan kejahatan mengunakan bendera kebangsan Republik 
Indonesia. Denganadanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia NomorM.04.UM.0106 Tahun 1983, maka Lembaga 
Pemasyarakatan tertentu diubah menjadiRumah Tahanan Negara yang 
fungsinya tetap sebagai Lembaga Pemasyarakatan dan beberapa 
ruanganya ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara 
 
1. Pengertian Rumah Tahanan Negara (RUTAN) 
  Rumah Tahanan Negara (disingkat RUTAN) adalah tempat tersangka 
atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan Indonesia. Rutan merupakan Unit 
Pelaksana Teknis yang berada dibahwah Departemen Hukum dan Hak Asasi 
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Manusia (dahulu bernama Departemen Kehakiman).Rutan didirikan pada 
setiap ibukota Kabupaten atau Kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula 
cabang rutan. Di dalam Rutan ditempatkan tahanan yang masih dalam 
proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, 
Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. 
  Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, pada Bab I Pasal 
1 tertulis bahwa : 
“Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat 
tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan.” 
  Dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP juga 
disebutkan bahwa : 
“Rutan merupakan institusi yang melaksanakan penahanan para tersangka 
atau terdakwa tindak pidana secara fisik dan secara yuridis tetap berada 
pada instansi yang menahannya, lebih lanjut dijelaskan bahwa Rutan tempat 
pelaksanaan penahanan tetap berlandaskan pada asas praduga tak 
bersalah, Rutan merupakan rangkaian proses pemidanaan yang diawali 
dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.” 
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2. Penjaga Tahanan 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat- 
Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaaan Wewenang Tugas Dan Tanggung 
Jawab Perawatan Tahanan, tertulis bahwa : 
“Penjaga Tahanan adalah pegawai negeri sipil yang bertugas menjaga 
keamanan dan ketertiban di dalam rumah tahanan atau lembaga 
pemasyarakatan.” 
Seorang penjaga tahanan dalam menjalankan segala tugas dan 
tanggung jawab yang di bebankan kepadanya, berpedoman pada prosedur 
tetap yang telah diatur dalam peraturan- peraturan yang berlaku di 
lingkungan rumah tanahan. Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat- Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan 
Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, menentukan 
bahwa Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas- tugas sebagai berikut : 
a) Melaksanakan program perawatan; 
b) Menjaga agar tahanan tidak melarikan diri; 
c) Membantu kelancaran proses penyidikan, penuntutan, dalam 
pemeriksaan di pengadilan. 
Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (2) menentukan tentang kewajiban 
yang harus diperhatikan adalah : 
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a) Perlindungan Hak Asasi Manusia 
b) Asas praduga tak bersalah; 
c) Asas Pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, 
pengormatan hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau 
orang tertentu serta hak- hak lain yang diatur dalam peraturan 
perundang- undangan. 
 Peraturan disiplin terdapat disetiap instansi pemerintah di mana 
peraturan disiplin memegang peranan penting dalam menajalankan setiap 
tugas dan fungsi di dalam suatu instansi pemerintahan.Hal tersebut juga 
berlaku pada Rumah Tahanan Negara.Peraturan disiplin diartikan sebagai 
peraturan- peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila 
keajiban tidak ditaati atau larangan dilakukan oleh penghuni Rumah Tahanan 
Negara. 
 Tentunya dalam hal keamanan dan ketertiban merupakan tugas inti 
dari petugas rutan. Dalam Bab V mengenai keamanan dan ketertiban Pasal 
43 PP Nomor 58 Tahun 1999 tertulis bahwa : 
“kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS bertanggung 
jawab atas keamanan dan ketertiban di RUTAN/Cabang RUTAN atau 
LAPAS/Cabang LAPAS yang dipimpinnya.” 
 Selanjutnya dalam Pasal 44 PP Nomor 58 Tahun 1999 tertulis bahwa : 
“(1) Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS berwenang 
memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan humuman disiplin terhadap 
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tahanan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan 
RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang dipimpinnya. 
(2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa: 
a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari; dan  
b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(3) Apabila tahanan yang bersangkutan mengulangi kembali pelanggaran 
tata tertib RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS, maka dapat 
dikenakan tutupan sunyi selama 2 x 6 (dua kali enam) hari.” 
Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia ini 
dibutuhkan pegawai yang terampil, profesional dan menguasai tugasnya agar 
dapat memberikan pelayanan pemasyarakatan secara optimal.Peranan 
sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan aset yang sangat 
penting dan secara signifikan dapat menentukan berhasil atau tidaknya 
organisasi tersebut mencapai tujuan. 
Untuk mewuiudkan pembinaan kepribadian yang optimal, tentunya 
menuntut kemampuan dan tanggung jawab dari para petugas, termasuk 
perlunya dukunganberupa sarana dan fasilitas yang memadai.Dengan 
demikian, penyelenggaraan pembinaan kepribadian para tahanan maupun 
narapidana perlu dilaksanakan melalui program yangterencana, selaras, dan 
sistematis. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 
Pada penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian di 
Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar sebagai lokasi penelitian. 
Untuk menambah bahan dan data penulis juga akan melakukan 
penelitian pustaka dengan mempelajari buku- buku, tulisan ilmiah, 
peraturan perundang- undangan, serta sumber- sumber lainnya yang 
terkait pada perpustakaan Fakultas Hukum Unhas dan Perpustakaan 
Pusat Universitas Hasanuddin. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan 
terdiri atas dua jenis data, yakni : 
A. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung 
melalui wawancara dengan narasumber dan pakar yang terkait 
dengan penelitian yang dilakukan penulis. 
B. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi atau lembaga 
tempat penelitian penulis yang telah tersedia. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan 
data berdasarkan metode penelitian lapangan (field research) dan 
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penelitian kepustakaan (library research).Penelitian lapangan (field 
research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan 
melakukan pengambilan data langsung melalui wawancara dengan 
instansi terkait.Sedangkan penelitian kepustakaan (library research), 
yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang 
berhubungan dengan penelitian penulis. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah 
terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan 
secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 
dengan penelitian ini, kemudia menarik suatu kesimpulan berdasarkan 
analisis yang telah dilakukan.
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Umum Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Makassar 
Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas I Makassar adalah salah satu 
unit pelaksanaan teknis bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, 
penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan yang bertanggung jawab 
langsung kepada Kanwil Departemen Hukum dan HAM RI Sulawesi Selatan. 
Sejak dibangun, Rutan Klas I Makassar hanya difungsikan sebagai 
tempat penahanan para tahanan .Namun sejak adanya Keputusan Menteri 
Kehakiman No. M.04.UM.01.06, tentang pengalihan fungsi Rutan dan 
Lembaga Pemasyarakatan yaitu Rutan dapat beralih fungsi sebagai Lapas 
dan begitupun sebaliknya, maka Rutan di Makassar bisa difungsikan juga 
tempat penahanan Narapidana. 
Dalam perkembangannya, disamping berfungsi sebagai tempat 
pemasyarakatan di bidang penahanan, Rutan juga berfungsi sebagai tempat 
pembinaan narapidana dengan penjatuhan hukuman pidana dibawah satu 
tahun. Mengingat sejak tahun 1978 sampai dengan 1986 pelaksanaan 
pembinaan terhadap narapidana dan tahanan yang dilaksanakan di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar dirasakan kurang efektif. Hal ini dipicu 
oleh meningkatnya narapidana dan tahanan yang menghuni Lembaga 
Pemsyarakatan (LAPAS) Kelas I Makassar, sehingga melampaui batas 
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kapasitas dan akhirnya perlu dibangun Rumah Tahanan Negara yang 
fungsinya untuk orang- orang ditahan demi kepentingan penyidikan, 
penuntutan, dan proses persidangan di pengadilan. Berdasarkan 
pertimbangan tersebut dibentuklah RUTAN Kelas I Makassar dan mulai di 
fungsikan pada tanggal 1 Agustus 1989. 
RUTAN Kelas I Makassar terletak di sebelah Timur Kota Makassar 
yang berada di wilayah Kecamatan Rappocini Kelurahan Gunung Sari, 
tepatnya di Jalan RUTAN No.8 Gunung Sari, Makassar.Lokasi RUTAN juga 
bersebelahan dengan LAPAS Kelas I Makassar.RUTAN Kelas I Makassar 
mulai dipergunakan sejak tanggal 1 Agustus 1990, yang dibangun diatas 
tanaha seluas 10.120 meter persegi yang di design sedemikian rupa dengan 
tetap mempertimbangkan segi keamanan dan pembinaan. Dari segi 
kapasitas Rutan Kelas I Makassar hanya dapat menampung kurang lebih 200 
Tahanan/ narapidana wanita  yang dibagi kedalam 9 kamar. Secara 
keseluruhan  jumlah penghuni Rutan Kelas I Makassar saat ini sudah sangat 
melampaui batas kapasitas. Pada saat ini Rutan Kelas I Makassar dihuni 
1.210 tahanan dan narapidana, yang terdiri dari 1.030 tahanan dan 180 
narapidana. 
 Secara geografis RUTAN Kelas I Makassar mempunyai batas- batas 
sebagai berikut : 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Cokonuri dalam 
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 Sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan dinas pegawai 
RUTAN Kelas I Makassar dan LAPAS 
 Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan dinas pegawai RUTAN 
Kelas I Makassar dan LAPAS 
 Sebelah Barat berbatasa  dengan Jalan Raya RUTAN, Gunung Sari 
Makassar. 
Berikut adalah struktur organisasi dan tata kerja Rumah Tahanan 
Negara Kelas I Makassar : 
  
42 
 
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara Kelas 
I Kota Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Kepala Rutan Kelas I Makassar 
Kaur Tata Usaha 
Ka. Kesatuan Pengamanan Kasi Pelayanan Tahanan Kasi Pengelolaan 
PETUGAS  
PENGAMANAN 
Kasubsi Adm / Perawatan 
Kasubsi Bantuan Hukum 
dan Penyuluhan 
Kasubsi Bimbingan Kegiatan 
Kerja 
 
 
 
Kasubsi Keuangan / 
Perlengkapan 
Kasubsi Umum 
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Pada kesempatan penulisan ini penulis hanya akan membahas tugas 
pokok dan fungsi unit kerja kesatuan pengamanan dan kasubsi bantuan 
hukum dan penyuluhan selaku unit yang relevan dalam penulisan skripsi ini. 
1. Kesatuan Pengamanan RUTAN. 
Kesatuan pengamanan Rutan adalah petugas di rumah tahanan yang 
mempunyai fungsi untuk menjaga dan mengawasi keamanan di Rutan. 
Proses dan kegiatan pengamanan/ penjagaan berada pada beberapa tempat 
seperti di pintu porter, pos utama, pos atas, dan pos-pos disetiap blok. 
Sistem pengamanan dan penjagaan dilakukan oleh petugas pengamanan 
RUTAN yang terdiri dari regu-regu pengamanan yang dipimpin oleh kepala 
regu pengamanan (Karupam)  dibawah tanggung jawab langsung Kepala 
Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.KPR). Regu-regu pengamanan tersebut 
bertugas mengamankan RUTAN dari pagi, siang, dan malam. Dengan 
ketentuan jadwal piket sebagai berikut : 
 Piket pagi dimulai pada pukul 07.00 sampai 13.00 
 Piket siang dimulai pada pukul 13.00 sampai 18.00 
 Piket malam dimulai pada pukul 18.00 sampai 07.00 
Jumlah personil petugaspengamanan tiap regunya berjumlah 12 
orang, termasuk didalamnya petugas pengamanan untuk blok wanita. Tiap 
regu tersebut dalam sehari melakukan pergantian penjagaan sebanyak tiga 
kali. 
44 
 
Dalam sistem penjagaan di RUTAN Kelas I Makassar juga 
menetapkan sistem perwalian bagi setiap blok yang disebut Pembina blok. 
Artinya bahwa tiap blok mempunyai pembina bloknya. Pembina blok ini dapat 
dipilih dan ditentukan oleh Ka..KPR. Adapun tugas utama Pembina blok 
yakni, bertanggung jawab penuh terhadap WBP dan tahanan dari blok yang 
dibinanya. 
Dalam hal penempatan warga binaan dan pemindahan antar blok 
dilakukan berdasarkan jenis kelamin, usia , pelanggaran, dan berdasarkan 
perintah atau petunjuk kepala Rutan atas berbagai pertimbangan. 
Pengawalan dilakukan oleh petugas Rutan apabila kondisi kesehatan 
warga binaan dalam keadaan kritis dan memerlukan perawatan segera 
dibawa ke rumah sakit.Pengawalan juga dilakukan terhadap pengeluaran 
warga binaan yang diminta oleh petugas kepolisian berdasarkan permintaan 
dari pihak-pihak yang bertanggung jawab secara yuridis. 
2. Bantuan Hukum dan Penyuluhan 
RUTAN Kelas I Makassar memiliki beberapa fasilitas, termasuk 
ruangan khusus yang dipergunakan sebagai tempat untuk memberikan 
pelayanan dan bimbingan hukum bagi para tahanan maupun narapidana 
.Dalam hal ini program bantuan hukum meliputi pelayanan dan bimbingan 
hukum kepada warga binaan, hal ini bertujuan agar tercapainya kesadaran 
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hukum sehingga dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan 
perbuatan pidana yang menimpanya. Tujuan lainnya juga untuk memenuhi 
hak tahanan/ narapidana  yang memiliki kepentingan dengan para penasehat 
hukumnya untuk melakukan konsultasi. 
Jika ada warga binaan yang menginginkan untuk mendapatkan 
bantuan seorang penasehat hukum maka ia bisa menghubungi pihak RUTAN 
melalui Sub Seksi Pelayanan Tahanan untuk mendapatkan bantuan hukum 
tersebut. Melalui Sub Seksi Pelayanan Tahanan juga berupaya untuk 
memberikan bantuan penyuluhan hukum kepada warga binaan, khususnya 
bagi mereka yang tidak mampu ataupun tidak mengerti mengenai hukum. 
Dengan demikian diharapkan bagi para warga binaan, dengan adanya 
kegiatan penyuluhan hukum tersebut dapat membantu mereka dalam 
pembelaan saat menjalani proses persidangans 
 Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak RUTAN Kelas I 
Makassar untuk membantu memperlancar proses kegiatan pemberian 
bantuan hukum seperti penasihat hukum dan penyuluhan adalah tempat 
khusus berupa sebuah ruangan untuk bertemunya warga binaan dengan 
penasihat hukum untuk melakukan serangkain kepentingan seperti 
konsultasi, serta adanya sebuah aula sebagai tempat bagi petugas untuk 
memberikan penyuluhan tentang hukum. 
Adapun materi yang diberikan kepada warga binaan berupa 
penyuluhan yang materinya mengenai kesadaran akan hukum, pengetahuan 
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tentang hukum, serta pengarahan kepada warga binaan yang menginginkan 
untuk mendapatkan bantuan seorang penasehat hukum pada saat proses 
persidangan untuk pembelaan mereka agar mendapatkan keadilan yang 
seadil- adilnya. 
B. Faktor- faktor Yang Menyebabkan Terjainya Perkelahian Antar 
Sesama Tahanan Wanita Di Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas 
I Makassar. 
 Kebanyakan pelaku tindak kriminal dilakukan oleh para pria, namun 
tidak menutup kemungkinan bahwa wanita pun juga dapat melakukan tindak 
kriminal.Krisis moral yang terjadi menyebabkan banyaknya masalah hukum 
dan masalah sosial. Salah satu kejahatan seperti yang telah dipaparkan pada 
bab sebelumnya yaitu perkelahian yang dilakukan antar sesama tahanan 
wanita terjadi karna berbagai faktor, karena itu kita perlu mengerti mengapa 
kejahatan tersebut dapat terjadi. Dengan mengetahui faktor – faktor tersebut 
diharapkan agar kita dapat mengambil tindakan untuk mencegah dan 
memberantasnya. 
 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 
Bapak Ahmad Lamo, S.Sos., M.H. selaku Kepala Bimbingan Hukum dan 
Penyuluhan Rumah Tahanan  Kelas I Kota Makassar Di Rumah Tahanan 
Negara Kelas I Kota Makassar, pada hari Kamis 22 Januari 2015. Beliau 
mengatakan “pelanggaran yang dilakukan tahanan, khususnya tahanan 
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wanita dalam bentuk perkelahian yang dilakukan antar sesama tahanan 
wanita memang sering terjadi di dalam Rutan, dan hal tersebut tak dapat 
dihindarkan”. Beliau juga mengungkapkan bahwa,percekcokan yang terjadi 
anatar sesama tahanan merupakan hal yang lumrah terjadi di dalam Rutan. 
 Ahmad Lamo, S. Sos., M.H. juga mengemukakan bahwa setiap 
pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan akan diproses di dalam Rutan 
yang kemudia mendapat sanksi berupa teguran atau sampai dengan sel 
pengasiangan. Ketika terjadi percekcokan yang berhujung dengan 
perkelahian maka petugas segera melakukan tindakan peleraian dan mencari 
tahu sebab- sebab terjadinya perkelahian tersebut.Langkah awal yang 
dilakukan oleh petugas adalah berupaya untuk mempertemukan kedua belah 
pihak yang saling berseteru agar tercapainya upaya damai. Namun jika 
ternyata perkelahian tersebut masih berlanjut, maka petugas Rutan akan 
menjatuhkan sanksi secara tegas. Sanksi yang diberikan adalah berupa 
penempatan tahanan pada ruang khusus pengasingan yang biasa disebut 
dengan sel merah.Sel tersebut merupakan sel penahanan yang berada jauh 
dari sel lainnya.Setelah diberikan sanksi sel merah, kegiatan tahanan 
bersangkutan juga dibatasi sampai batas waktu yang telah ditentukan, 
tergantung dari kasus pelanggaran yang dilakukan. 
 Dalam wawancara tersebut Ahmad Lamo, S. Sos., M.H. 
mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi tahanan sehingga 
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menyebabkan terjadinya perkelahian antar sesama tahanan wanita di dalam 
Rutan : 
1. Faktor Eksternal 
Faktor eksternal merupakan hal yang  berasal dari luar.Dalam hal ini 
merupakan sarana dan prasarana yang terdapat di lingkungan Rumah 
Tahanan Negara Kelas I Makassar.Kapasitas kamar yang tidak 
memadai adalah salah satu faktor eksternal yang memicu terjadinya 
perkelahian antar sesama tahanan.Banyaknya jumlah penghuni kamar 
dan juga ruang geraknya yang dibatasi menyebabkan emosi dari 
tahanan itu sendiri tidak stabil. 
2. Faktor Internal 
Faktor internal merupakan hal yang berasal dari dalam diri 
seseorang.Adanya permasalahan yang dimiliki oleh setiap tahanan, 
baik permasalah yang bersifat umum maupun yang bersifat pribadi, 
sehingga membuat tahanan yang berada dalam tahana memiliki 
tingkat sensitive yang tinggi dan ketika emosi, pertengkaran 
merupakan hal yang tak dapat dihindarkan antar sesama tahanan. 
 Dalam kesempatan yang sama, penulis diberikan kesempatan oleh 
petugas Rutan untuk melakukan wawancara dengan beberapa tahanan yang 
pernah terlibat kasus perkelahian antar sesama tahanan wanita di dalam 
Rutan. Adapun hasil wawancara penulis adalah sebagai berikut : 
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1. Ika  
Ika merupakan salah satu tahanan wanita pada Rumah Tahanan 
Negara Kelas I Kota Makassar yang di Tahan sebagai tersangka 
kasus tindak pidana korupsi. Ika mengaku melakukan perkelahian 
antar sesama tahanan wanita awalnya karena merasa pembagian 
tugas dalam merawat dan menjaga kebersihan kamar  tidaklah adil. 
Ika mengaku awalnya dirinya dapat menerima perlakuan tersebut, 
namun setelah beberapa minggu akhirnya ia memberanikan diri 
mengeluarkan keluh kesahnya dalam pembagian tugas tersebut. 
Namun bukanlah respon yang baik yang didapatkan oleh ika, justru 
sebaliknya ika malah mendapatkan cemohan dan teman sekamar 
berbalik menyalahkannya akibat keluahan yang ia sampaikan. Tak 
menerima hal tersebut pertengkaran antar sesama tahanan pun tak 
terhindarkan. 
2. Farah 
Farah merupakan tahanan wanita pada Rumah Tahanan Negara 
Kelas I Makassar yang di Tahan sebagai tersangka kasus 
narkoba.Farah melakukan perkelahian terhadap sesama tahanan 
wanita karena merasa tidak senang dengan perilaku teman 
sekamarnya yang telah bersuami namun berselingkuh di dalam 
tahanan dengan tahanan lelaki di Rutan tersebut.Teman sekamarnya 
berselingkuh dengan tahanan laki- laki yang teranyata merupakan 
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suami dari sahabatnya.Tak segan, akhirnya Farah pun menegur Dian 
teman kamarnya itu untuk berhenti berhubungan dengan tahanan 
lelaki yang berstatus sebagai suami dari sahabatnya.Merasa 
tersinggung, Dian pun dengan emosi yang tak terkendali mencaci 
sembari menyangkal atas hal yang telah dituduhkan Farah.Tak terima 
dengan perkataan yang keluar dengan tidak sopan dari mulut Dian, 
Farah langsung menarik rambut Dian dan perkelahian pun tak 
terhindarkan.Namun segera seluruh teman kamar di dalam sel 
tersebut langsung melerai sehingga taka da yang terluka. 
Pada kesempatan yang sama penulis juga menyinggung mengenai 
aturan hukum yang berlaku serta sanksi yang diberikan bila ada seorang 
tahanan yang melakukan pelanggaran di dalam Rutan. Ika dan Farah 
mengaku mereka  mengetahui bahwa perkelahian merupakan salah satu 
jenis perbuatan pelanggaran dan harus dihindari oleh setiap tahanan, 
dikarenakan mereka hidup bersama – sama dalam satu lingkungan, sehingga 
penting untuk saling lebih menghargai satu sama lain demi terciptanya 
kehidupan yang tertib di dalam Rutan. Tidak hanya itu mereka berdua juga 
mengetahui bahwa sanksi yang diberikan jika seorang tahanan melakukan 
perbuatan pelanggaran perkelahian maka petugas Rutan akan menindak 
lanjuti dan memberikan sanksi sel pengasingan atau biasa disebut dengan 
sel merah pada tahanan yang melakukan perkelahian. Hal ini sesuai dengan 
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Pasal 47 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 
yang mengatur bahwa : 
(1) Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau 
menjatuhkan hukuman disiplinterhadap Warga Binaa Pemasyarakatan 
yang melanggar peraturan keamanan danketertiban di lingkungan 
LAPAS yang dipimpinnya. 
(2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dapat berupa: 
a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak 
Pidana; dan atau 
b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu 
sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku. 
(3) Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau 
menjatuhkan hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
wajib: 
a. memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan 
tidak bertindaksewenang-wenang;dan 
b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS. 
(4) Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman 
tutupan sunyisebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila 
mengulangi pelanggaran atauberusaha melarikan diri dapat dijatuhi 
lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua ) kali 6(enam) hari. 
Disela waktu yang sama ketika diminta mengenai adakah saran yang ingin 
mereka berikan, Ika dan Farah berharap pihak Rutan dapat memberikan 
kegiatan yang lebih kreatif lagi khususnya bagi tahanan wanita seperti 
menjahit maupun menyulam. Hal ini penting bagi mereka dalam mengisi 
waktu luang serta dapat menghilangkan kejenuhan di dalam Rutan. 
 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 
beberapa tahanan yang pernah terlibat perkelahian di Rutan penulis 
menemukan satu faktor lagi, meskipun hal tersebut merupakan hal kecil 
karena faktor tersebut adalah kurangnya kegiatan pengisi waktu luang bagi 
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tahanan, khususnya tahanan wanita yang lebih menginginkan lebih banyak 
kegiatan kreatif sehingga dapat tersalurkannya waktu luang dengan kegiatan 
postif serta hilangnya rasa jenuh para tahanan. 
 Berdasarkan penelitian Penulis pada kondisi Rumah Tahanan Klas I  
Kota Makassar, Penulis dapat menyimpulkan bahwa terjadinya perkelahian 
antar sesama tahanan wanita di dalam Rumah Tahanan Klas I Makassar 
adalah : 
1. Fasilitas Rutan khususnya kapasitas kamar tahanan yang kurang 
memadai, yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak tahanan 
sehingga berakibat pada tidak stabilnya emosi para tahanan. 
2. Masalah Individu, yang dapat bersifaf pribadi mapun bersifat umum 
sehingga menjadikan beban pikiran yang akhirnya selalu dibayangi 
dengan rasa jengkel, jenuh dan berakhir dengan emosi yang 
dilimpahkan dengan kemarahan. 
3. Kurangnya kegiatan positif bagi tahanan wanita yang ingin 
menyalurkan ide kreatif mereka, selain karena waktu luang yang 
begitu banyak namun tak terimplementasi dengan baik, para tahanan 
wanita juga mengalami kejenuhan sehingga berpengaruh pada kondisi 
jiwa seorang tahanan. Hal ini menyebabkan masalah yang sebenanya 
adalah masalah kecil dapat menjadi masalah besar dan perkelahian 
antar sesama tahanan wanita pun tak dapat dihindarkan. 
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C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penjaga Tahanan Atas Perkelahian 
Yang Dilakukan Antar Sesama Tahanan Wanita Di Dalam Rumah 
Thanan Negara Kelas I Makassar. 
 Setelah penulis mengetahui faktor- faktor yang menyebabkan 
terjadinya perkelahian yang dilakukan antar sesama tahanan wanita di 
dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Makassar , pada hari Kamis 
tanggal 22 Januari 2015, penulis kemudian melakukan penelitian 
mengenai upaya yang dilakukan oleh petugas Rutan dalam 
menanggulangi terjadinya perkelahian antar sesama tahanan wanita di 
dalam Rumah Tahana Negara Kelas I Makassar. 
 Pada penelitian tersebut penulis memperoleh data mengena i 
perkelahian antar sesama wanita yang pernah terjadi pada Rumah 
Tahanan Negara Kelas I Makassar, yaitu : 
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Tabel 1 : Data Perkelahian yang dilakukan antar sesama tahanan wanita 
di dalam Rumah Tahanan Negara kelas I Kota Makassar berdasarkan 
tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 
NO TAHUN JUMLAH 
PERKELAHIAN 
KETERANGAN 
1 2011 9 Semua perkelahian 
biasa dan diselesaikan 
dengan mediasi 
2 2012 11 Semua perkelahian 
biasa dan diselesaikan 
dengan mediasi 
3 2013 8 Semua perkelahian 
biasa dan diselesaikan 
dengan mediasi 
4 2014 8 Semua perkelahian 
biasa 
Sumber data sekunder : Rutan Kelas I Kota Makassar, 2015 
 Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahawa perkelahian yang 
dilakukan antar sesama wanita yang terjadi dari tahun ke tahun mengalami 
penurunan, meskipun tidak mengalami perbedaan yang signifikan. 
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 Dalam kesempatan yang sama penulis juga melakukan wawancara dengan 
ibu Asma selaku petugas kesatuan pengamanan di Rumah Tahanan Negara 
Kelas I Kota Makassar. Ibu Asma mengungkapkan bahwa perkelahian yang 
terjadi antar sesama tahanan wanita tidak seperti perkelahian tahanan laki- 
laki.Faktornya bisa dari berbagai macam hal seperti banyaknya jumlah tahanan 
maupun narapidana wanita, Selain itu masalah individu juga sangat memicu 
timbulnya masalah di dalam tahanan.Untungnya sejauh ini perkelahian yang 
dilakukan antar sesama tahanan wanita selalu dapat di tangani dengan baik oleh 
petugas Rutan sehingga tidak ada jatuhnya korban. 
 Setelah penulis mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian 
antar sesama tahanan wanita di Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota 
Makassar, penulis kemudian melakukan penelitian mengenai sanksi atau 
hukuman yang diberikan kepada tahanan yang melakukan pelanggaran serta 
upaya yang dilakukan petugas Rutan dalam menanggulangi terjadinya 
perkelahian antar sesama tahanan wanita di dalam Rumah Tahanan Negara 
Kelas I Kota Makassar. 
 Adapun hukuman atau sanksi yang diberikan oleh Petugas Rutan kepada 
tahanan yang melakukan pelanggaran antara lain : 
 Memberikan peringatan atau teguran bagi tahan/ narapidana apabila 
pelanggarannya dianggap sebagai pelanggaran ringan 
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 Menjebloskan ke dalam sel pengasingan bagi setiap tahanan/ narapidana 
yang pelanggarannya dianggap berat. 
 Tidak memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada setiap 
tahanan/ narapidana yang telah berulang kali melakukan pelanggaran. 
Penerapan sanksi diatas diharapkan dapat memberikan efek jerah kepada 
setiap warga binaan yang melakukan pelanggaran. Sehingga dapat 
terciptanya kehidupan yang tertib di dalam  Rutan. 
 Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Ahmad Lamo, S. Sos., M.H. 
selaku Kepala Bimbingan Hukum dan Penyuluhan Rumah Tahanan  
menunjukkan bahwa dalam menyatakan dalam melaksanakan tugas teknis 
pengamanan (penerimaan, pengawasan, penempatan Tahanan/ Narapidana) 
petugas keamanan melakukan : 
a. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran 
narapidana dan tahanan. 
b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban. 
c. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan 
ketertiban. 
e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan keamanan. 
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Selain itu untuk memastikan di taatinya tata tertib oleh tahanan, kesatuan 
pengamanan melakukan pengawasan selama 1x24 jam. Pengawasan ini 
dilakukan oleh 12 orang penjaga tahanan (sipir) yang dibagi dalam 3 (tiga) 
shift. Selang waktu dari shift pertama ke shift yang kedua adalah sekitar 5 
sampai dengan 6 jam, yaitu dari jam 7 pagi sampai dengan jam 1 siang, dan 
jam 1 siang sampai dengan jam 6 malam. Untuk shift malam, dimulai dari jam 
6 malam sampai dengan jam 7 pagi. Tiap shift akan dibantu oleh pembina 
blok. Setiap blok terdapat piket umum dan piket klinik. Piket umum bertugas 
menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan ketertiban 
dalam Rumah Tahanan, sementara piket klinik bertugas menjaga tahanan 
yang sementara sakit. Jumlah kesatuan pengamanan adalah 26 (dua puluh 
enam) orang, dan petugas pengamanan/ penjagaan berjumlah 55 (lima puluh 
lima) orang. 
Dengan adanya mekanisme system pengawasan ini, penulis 
beranggapan bahwa hal ini dapat meminimalisir terjadinya perkelahian antar 
sesama tahanan wanita di dalam Rutan.Hanya saja para sipir diharapkan 
mampu memaksimalkan mekanisme ini, sehingga diharapkan tidak adanya 
perkelahian yang lolos dari pengawasan petugas apalagi sampai jatuhnya 
korban jiwa. 
Setiap pelanggaran ketertiban yang dilakukan oleh tahanan akan 
diselesaikan terlebih dahulu melalui proses mediasi. Namun jika dampak dari 
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perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat atau bahkan menyebabkan 
kematian, maka petugas Rutan akan menyerahkannya kepada pihak yang 
berwenang. Bagi tahanan yang melakukan pelanggaran ketertiban, mereka 
akan diasingkan pada sel pengasingan yang berada jauh dari sel tahanan 
lain. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadinya kejadian yang sama, 
diakrenakan masih adanya dendam antara tahanan yang melakukan 
perkelahian. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis pada Bab 
IV diatas, penulis menyimpulkan bahwa: 
1. Faktor – faktor yang mempengaruhi tahanan sehingga melakukan 
perkelahian antar sesama tahana  wanita di Rumah Tahanan 
Negara Kelas I Kota Makassar adalah : 
a. Faktor eksternal yakni kapasitas kamar tahanan yang tidak 
memadai yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak tahanan 
sehingga berakibat pada tidak stabilnya emosi para tahanan. 
b. Faktor internal yakni Masalah individu, yang berupa masalah 
umum maupun pribadi yang menjadikan beban pikiran tahanan, 
sehingga selalu dibayangi dengan rasa jengkel, jenuh dan 
pembawaan yang terus emosi. 
c. Kurangnya kegiatan positif yang lebih bervariatif bagi tahanan 
wanita yang ingin menyalurkan ide kreatif mereka, selain karena 
waktu luang yang begitu banyak namun tak terimplementasi 
dengan baik, para tahanan wanita juga mengalami kejenuhan 
sehingga berpengaruh pada kondisi jiwa seorang tahanan.  
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2. Untuk mencegah terjadinya perkelahian yang dilakukan antar 
sesama tahanan wanita di Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota 
Makassar, kesatuan pengamanan melakukan pengawasan pada 
setiap kamar dan tempat- tempat tahanan melakukan kegiatan 
sehari- hari selama 1x24 jam. Selain itu setiap blok dijaga oleh 
piket umum. Piket umum bertugas menjaga tahanan dan 
memastikan bahwa tidak terjadi gangguan ketertiban dalam Rumah 
Tahanan. 
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B. Saran  
Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan, 
agar : 
1. Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Makassar 
diharapkan : 
a. Menambah jumlah kamar tahanan, sehingga dalam 1 (satu) 
kamar tahanan tidak terjadi kelebihan kapasitas penghuni, 
yang dapat membuat tahanan tidak nyaman dan membatasi 
ruang gerak. 
b. Melakukan bimbingan konselin kepada para tahanan wanita 
di Rutan, terutama pada tahanan yang mengalami depresi 
akibat masalah- masalah yang sementara dihadapinya. 
c. Memberikan tambahan kegiatan yang lebih bervariatif. 
Diharapkan dengan kegiatan yang lebih beragam,para  
tahanan/ narapidana wanita dapat mengisi waktu luang 
mereka dengan baik secara bersama- sama sehingga dapat 
menjalin hubungan yang lebih harmonis. 
2. Diharapkan upaya pengawasan yang dilakukan oleh kesatuan 
pengamanan yang dibagi dalam 3 (tigas) shift dapat ditambah 
menjadi 4 (empat) shift. Penambahan 1 (satu) shift ini dimaksud 
agar pada jam 6 malam sampai dengan jam 7 pagi dapat dibagi 
menjadi jam 6 malam sampai dengan jam 12 malam, dan jam 12 
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malam sampai dengan jam 7 pagi. Dengan begitu pelaksanaan 
pengawasan terhadap tahanan/ narapidana dapat lebih efektif. 
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